PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEFP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 17 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah secara berdayaguna dan bernasiguna sera
sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasl Perangkat Daerah, perlu diadakan

penyesuaian dengan melakukan penataan kelembagaan Lembaga
Teknis Daerah yang dituangikan dalam suatu Peraturan Daerah,

Mengingat . 1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia
Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1974 MNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah oengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Tahun
2004 MNomor 53, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Momor 4389);
4. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZD04
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2008 Memor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);




Menetapkan

92

100,

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 197, Tambahan

Llembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4{18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Momor 13 Tahun 2002, (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4194);
Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 MNomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4263);

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinst dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Nomar 4737);

Peraturan Pemerintah MNomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 57 Tahun 200/
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasl Perangkat

Da=aran;
Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor &4 Tahun 2007

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat
Propinsi dan Kabupaten, Kota,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

* PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintanan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah;
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupall dan Perangkat Daerah

sebagal unsur penyelenggara pemerintah daerah:
Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
Bupati adalah Bupati Sumenep;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
OPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumenep;

6. Perangkat Deerah adalah unsur pembantu Bupatli dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah vang tesdiri  atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan:

7. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pernerintahan daerah;

8 Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Sumenep;

0. Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang selanjutnya disebut
UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan di
lapangan yang melaksanakan sebagian tugas badan dan
mempunyal wilayah kerja tertentu;

10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural:

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan
lugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawal
Negeri Sipll dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
perangkat daerah;

12, Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawal
Negeri Sipll dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahllan dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
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BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah,
terdiri atas :

1. Inspektorat:

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan;

4. Badan Lingkungan Hidup;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Barencana;

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
Kantor Kepersihan dan Pertamanan;

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
kantor Energl dan Sumber Dava Mineral;

U Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOH. ANWAR;

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Lembaga Teknis Daerah

Pasal 3

(1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung
tugas Bupati,
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(2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin
oleh Inspektur, berbentuk Badan dipimpin cleh Kepala Bacan,
berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang
berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur,

(3) Inspektur, Kepala dan Direktur berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pazal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyal tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

spesifik.
Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi.

a. perumusan kebljakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuail dengan lingkup
tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupab sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dar sejumiah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga
kelompok sesual bidang kezhllannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh segrang
tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumiah jabatan fungsional ditetapkan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

(1) UPT pada Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang Badan di lapangan.,

(2} UPT pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.,
(3} Kepala UPT dibantu oleh seprang Kepala Sub Baglan Tata

Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala UPT,

Dioc. (MR- 006 aperdia_L smiskos 4



Pasal B

UPT pada Badan mempunyal tugas melaksanakan sebaglan tugas
Badan vang mempunyal wilayah kerja tertentu.

Pasal 9

UPT pada Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsk:

3. pelaksanaan sebagian tugas Badan sesual dengan bidang
tugas operasionalnya di lapangan,

b. Pelaksanaan urusan adminkstrasl teknis operasional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 10

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Inspekborat

Inspektur

b. Sekretariat, membawahi

1) Sub Bagian Perencanaan;
2} Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3} Sub Bagian Administrasi dan Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:

d.
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1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,
Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:

1) Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2} Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:

1} Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

2) Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3) Seksl Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan,

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;

3} Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Kelompok Jabatan Funasional.

Bagan Struktur Organisasi Inspekiorat Sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Daerah Ini.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dan :

a.
b.

c.

Kepala Badan;
Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;

3} Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Industri, Perdagangan dan Koperasi;
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2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Energi, dan
Sumber Daya Mineral;

d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosigl Budaya,
membawahi :

1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan
dan Sosial Budaya,

Z) 5Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama,
Pendidikan dan Kependudukan,

e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana membawahi :
1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana;

2} Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana.

I, Bidang Statistik dan Evaluasi, membawahi ;

1) Sub Bidang Data dan Statistik;
2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaparan.

g Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi
1) 5ub Bidang Litbang Sosial dan Ekonomi,

2) Sub Bidang Litbang Iptek dan Sumber Daya Alam,

h.  Bidang Penanaman Modal, membawsahl :

1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi;
2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

. Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan,

membawahi ;
1) 5ub Bidang Pengoiahan Data Kepulauan;
2] 5ub Bidang Perencanaan Pembangunan Kepulauan.

. Kelompok Jabatan Fungsional,

k. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan baglan tidak terpisahkan darl
Peraturan Daerah ini.

Badan Kepegawaian, Pandidikan dan Pelatihan, terdini dari
a. Kepala Badan;
b, Sexrétariat, membawahl |
1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2} Sub Bagian Program dan Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai,
membawahi:
1) Sub Bidang Pengembangan Pegawal;
2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawal,
d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, membawahi :
1) Sub Bidang Kepangkatan Penggajian Struktural dan
Fungshonal;
2) 5ub Bidang Mutasi Pegawal.
e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahil :
1) Sub Bidang [ata Kepegawaian;
2) Sub Bidang Informasl Kepegawaian,
. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi !
1) 5ub Bidang Pendidikan dan Pelatinan Struktural;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan
Fungsional.
g. Eelompok labatan Fungsional,;
h. UPT Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,



. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawalan, Pendidikan
dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

4, Badan Lingkungan Hidup, terdirl dar| :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi |
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
3) Sub Bagian Keuangan.

¢. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi |
1) Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Dampak

Lingkungan;

2) Sub Bidang Perizinan dan Amdal.

d. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Dampak
Lingkungan, membawahi |
1} Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan

Lingkumngan;
2) Sub  Bidang Penanggulangan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan.
@ Bidang Pemulihan dan  Kemitraan  Lingkungan,
membawahi;

1} Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
2} Sub Bidang Kemitraan Lingkungan,

. Kelompok Jabatan Fungsional

g. UPT Laboratorium pada Badan Lingkiungan Hidup.

h. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
inl.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana, terdir dari :
a. Kepala Badan,;
b. Sekretarial, membawahi ;
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
2) 5ub Baglan Program dan Perencanaan;
3 Sub Baglan Keuangan.

¢. Bidang Pembinaan Masyarakat
1) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
1} Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
2} Sub Bidang Fasilitasi Pembangunan.
e Bidang Pemanfaatan Teknologl Tepat Guna, membawahi ;
1} Sub Bldang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
2} Sub Bidang Pengembangan Teknologl Tepat Guna,
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi .
1) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
2] Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
g. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
1} Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi;
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2} Sub Bidang Informasi Keluarga, Jaminan Pelayanan
dan Penanggulangan.

h. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi |

1} Sub Bidang Advokasi, Komunikasl, Informasi dan

Edukasi;
2} Sub Bidang Peranserta dan Pemberdayaan Ekonom

Keluarga.
Kelompok Jabatan Fungsional;
UPT Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ind.

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
terdiri dari :

Kepala Badan;

b. Sekretariat sebagaimana, membawahi !

L

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

2) Sub Baglan Program dan Perencanaan;

3) 5ub Baglan Keuangan.

Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, membawahi:

1) Sub Bidang Integrasi Bangsa

2) Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia

d. Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat,

membawahi:
1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Politik
2} Sub Bidang Ormas, Profesi, LSM dan Parpol

¢. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

T

1} Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana
2) Sub Bidang LINMAS dan Penyelamatan {SAR)
Ketompok Jabatan Funagsional;

g. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politlk

dan Perdindungan Masyarakat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

7. Kantor Kebersihan dan Pertamanan, terdirl dari;

a.
b.

Kepala Kantor;
Sub Baglan Tata Usaha;

c. Seksi Kebersihan;

d

L= B

Sekel Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
Seksl Sarana dan Prasarana,

kelompok Jabatan Fungsional;
Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan
Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI

dan merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan
Daerah ini.

B. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasl, terdin dan :
3. EKepala Kantor;
b. Sub Baglan Tata Usaha;
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Seksi Akuisisi, Pengolahan Arsip dan Dokumentasi:

Seksl Pengolahan Perpustakaan:

>eksi Pengembangan dan Pembinaan Teknis:

Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagan Struktur Crganisasl Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerak ini.

oo an

9, Kantor Energl dan Sumber Daya Mineral, terdir dari:

Kepaila Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha;

seks| Energl Kalistrikan:

Seksl Minvak dan Gas Bumi;

seks| Pertambangan Umum dan Alr Bawah Tanah;
Felompok Jabatan Fungsional:

Bagan Struktur Organisasi Kantor Energl dan Sumber Daya
Mineral sebagaimana tercantum datam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Ini,
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10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr, H. MOH. ANWAR, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
1} Sub Bagian Umum dan Kepegawalan:
2) 5Sub Bagian Program dan Perencanaan:
3) Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan, membawahi :
1) Seks! Rawat Jalan;
2} Seksi Rawat Inap;
d. Bidang Penunjang, membawahi :
1) Seksi Penunjang Medik;
2) 5Seksi Penunjang Non Medik.
e. Bidang Informasl dan Evaluasi, membawahi :
1) Seksi Informasl;
2) Seksl Evaluasi dan Pelaporan,
f. Kelompok Jabatan Fungsional,
g. Bagan Struktur Organisasi Fumah Sakit Umum Daerah
Dr. H, MOH, ANWAR sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah inl.

BAB V
ESELONERING JABATAN

Pasal 11

(1) Imspektur dan Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural
Esalon 11b.

(2) Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu
merupakan Jabatan Struktural Esalon I11a.

(3} Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Esalon 11Ib,

(4) Kepala Sub Baglan, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala
UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon [Va.
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(5) Kepala Sub Baglan Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan
Struktural Eselon IV,

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspekiur, Kepala
Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretars, Inspektur
Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, kepala Sub
Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan
Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah
Kabupaten sesual dengan tugas dan fungsinya,

(2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi
hawahannya masing-masing dan bila tergadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah vyang diperlukan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasl  bertanggung  jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikutl dan
mematuhl petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu,

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisas
dari bawahannya wajib diclah dan dipergunakan sebagal
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6} Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempurmyal hubungan

kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris,
Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Sub Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan
Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan ocleh
Bupati dari Pegawal Megeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretarls Daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon
[11a sebelum Peraturan Daerah inl ditetapkan, tetap diberi hak
kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan
struktural esefon I1la.

G CvERes- MOSFapanma_ Lem'ewdn "J



(2} Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang
ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan
pejabat vang baru berdasarkan Peraturan Daerah inl,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Penjabaran tugas dan fungsl Organisasi Lembaga Teknis Daerah
diatur dalam Peraturan Bupat,

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Dasrah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenen Momor 03 Tahun 2006
tenang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daersh
Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2006;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2006
lentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Dr. H. MOH.

ANWAR, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2006;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulal berfaku pada tangogal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dasrah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di
pada tanggal

enep
opember 2008

SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diuendangkan di : Sumenap AL 4 [Tt
pada tanggal : 25 Nopember 2008 ?{iﬁ 5 o :ﬁgt»t«./
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ﬁ

SUMENEP /

Pembina Uama Muda
NIP. 510 O87 567

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 10
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LAMPIRAN Il : Paraturan Daerab Kabupaten Sumeneg

Nomor @ 17 Tahun 2008
Tanggal 1 12 Nopamber 2008
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LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Momor © 17 Tahun XOB
Tanggal : 12 Nopember 2008
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LAMPIRAN V : Peraturan Daarsh Kabugaten Sumenes
Momor @ 17 Tahun 2008

Tanggal : 12 Mopember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
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LAMFPIRAN V| : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenap

Nomor 17 Tahun J00B
nggal : 1d Nopesmiber 208

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS|I BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN FEELIHDUHE.-AH MASYARAKAT

, FUNGSIONAL

. KELOMPOK JABATAMN |

=

BIDANG
FEMBINAAN KESATUAN
BANGSA

SUB BIDANG
INTEGRASI BANGSA

S8 BIDANG
L | KAJIAN STRATEGIS DAN
HAK ASASI MANUSIA

= UA®IN FARELLR L
- e p [ARTE ETRTL

KEPALA BADAN

SU8 BAGIAN
LIMLIM DAN
HEPEGAWAIAN

N
BIDANG

FEMBINAAN POLITIK DAN
DORGANISAS! MASYARAMAT

SUE BIDANG
HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA POLITIK

SUB BIDANG
ORMAS, PROFESI, LSM
DAN PARPOL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAMN KEUANGAN

FERENMCANAAN

BIDANG
FERLINDUNGAN
MASYARAKAT

2B BIDANG
HESAGAAN DAN
PENANGGULANGAN
BENCANA

| FUB BIDANG
! LINMAS DAN
FPENYELAMATAN (S4R)

1 BTN




= B LTS R

LAMPIRAN VIl : Peraturan Daerah Kabupaten Seménap
Moamor  : 17 Tahun 2008

Tanggsl : 12 Nopember 2008
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LAMPIRAN ViIll : Peraturan Daerah Kabupaten Sumensn
Momor - 17 Tahun 2008

Fanogal ; 174 Nopember 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
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LAMPIRAN IX : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenzsp
Momor 15 Tahun 2008
Tangga! : 12 Nopsmber 2008
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KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE , MM.
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LAMPIRAN X ' Peraturan Daersh Kabupaten Sumenep
Mamor @ 17 Tahun HOB
Tanqggal : 12 Mopembar 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR
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